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Marak terjadi iklan menyesatkan merugikan konsumen salah satunya 

ketidaksesuaian informasi pada diskon yang tertera. Hal ini dianggap 

melanggar hukum karena hak seorang konsumen diatur secara sah 

dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Namun dalam 

realitnya, permasalahan ini dianggap sepele baik oleh pelaku usaha 

maupun konsumen. Salah satu faktor adalah konsumen tidak mengetahui 

hak – haknya. Penulis bertujuan untuk mengkaji bagaimana 

perlindungan hukum bagi konsumen atas ketidaksesuaian informasi 

diskon pada iklan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dapat 

meminta kompensasi dalam bentuk penggantian biaya pengobatan, 

perawatan kesehatan, atau penggantian barang/jasa yang nilainya 

sebanding atau setara. 
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PENDAHULUAN 

Masyarakat modern saat ini tidak dapat hidup tanpa media massa, terutama 

di era globalisasi sekarang ini. Di dalam media massa kerap kali dijumpai iklan 

yang mampu menghipnotis dan menarik pelanggan untuk melihat bahkan sampai 

merogoh kocek untuk mencoba produk dalam iklan. Teknik promosi berfungsi 

sebagai instrumen utama untuk menghasilkan Pengetahuan dan sikap produk agar 

calon pembeli memutuskan untuk membeli. Pemilik usaha membuat iklan dengan 

tujuan memperkenalkan produknya ke massa. Pemilik usaha menjadikan 

masyarakat Indonesia yang konsumtif sebagai target sasaran.  Produk dan/atau 

layanan tidak dapat mencapai penjual atau distributor tanpa iklan sehingga iklan 

diakui sebagai salah satu metode promosi yang efektif untuk pengenalan barang 

yang akan diproduksi atau dijual kepada masyarakat umum. Iklan menjamin 

tersedianya produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang 

akurat pada saat beriklan. Dalam membentuk iklan, pengelola usaha harus 

memaparkan produk sejelas mungkin dan tidak diperbolehkan untuk 

menghilangkan informasi apa pun. Jika konsumen diberikan informasi yang tidak 

memadai tentang iklan dan menyebabkan kerugian pada konsumen, informasi 

tersebut dianggap menyalahi aturan Pasal 17 & Pasal 1 Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun sayangnya marak terjadi 

iklan menyesatkan yang justru merugikan konsumen. Contohnya : Iklan Shopee 
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serba 1.000, dalam iklan tersebut tertulis bahwa semua harga serba seribu rupiah, 

dan ada handphone dengan merek ternama dijual hanya seribu rupiah. Jika dilihat 

dari aplikasinya, tidak semua barang dijual dengan harga seribu rupiah, dan hanya 

ada beberapa handphone merek ternama saja yang dijual dengan harga tersebut. 

Kesalahan atau pelanggaran dari iklan ini tidak termasuk ketersediaan barang atau 

pencantuman informasi. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa penggiat 

usaha dilarang menipu atau mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam iklan yang dibentuk. 

Kedua pihak antara pelaku usaha dan konsumen harus saling menghargai 

dan menyadari tanggung jawab serta hak masing – masing. Pengusaha harus 

menciptakan iklan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta menciptakan 

barang serta jasa yang berkualitas. Sementara itu, konsumen perlu memahami 

bahwa konsumen memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengontrol perilaku 

pelaku usaha dan juga pemerintah. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis meneliti 

dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Ketidaksesuaian 

Informasi Diskon dalam Iklan". 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Ketidaksesuaian 

Informasi Diskon Pada Iklan 

Faktor utama timbulnya ketidaksesuaian informasi pada iklan adalah 

dorongan pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan sehingga 

mengungkapkan informasi yang hiperbola untuk mengatakan bahwa produk 

mereka lebih unggul daripada produk perusahaan saingannya, meskipun informasi 

tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Bahkan informasi tersebut 

sering kali bertentangan dengan janji promosi dan memberikan kesan menipu 

konsumen. Akibatnya konsumen dapat menderita kerugian sebagai akibat dari 

informasi produk yang tidak akurat. Meskipun belum iklan yang memberikan 

informasi tidak sesuai belum diatur secara spesifik dalam peraturan undang- 

undang, namun Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas 

melarang pelaku usaha memberikan informasi diskon yang tidak sesuai pada iklan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a yang berbunyi :  

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu 

barang dan atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah, barang tersebut telah 

memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, 

gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu” 

Apabila konsumen merasa hak – haknya telah dilanggar, setiap konsumen 

berhak untuk melaporkan bahkan menggugat pelaku usaha ke BPKN. Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan suatu badan yang bertugas 

untuk menerima pengaduan masyarakat mengenai perlindungan konsumen dan 
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membela konsumen dari masyarakat umum. Konsumen berhak untuk 

menyelesaikan sengketa ke BPKN yang nantinya akan dilakukan dengan 2 cara 

yakni : 

Penyelesaian Non Litigasi  

Penyelesaian Secara Damai Oleh Para Pihak 

UUPK mengamanatkan agar penyelesaian secara damai diupayakan terlebih dahulu 

sebagai langkah pertama upaya hukum. Menurut UUPK, para pihak yang 

bersengketa harus terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara damai 

sebagai upaya hukum sebelum memutuskan cara penyelesaian sengketa melalui 

arbritase, mediasi atau konsiliasi. 

Penyelesaian Melalaui BPSK 

Pemerintah membentuk badan baru yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). Tujuan utama dari prosedur penyelesaian sengketa yang 

ditangani oleh BPSK adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai jenis dan 

jumlah ganti rugi serta tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin bahwa kerugian 

yang diderita konsumen tidak akan terulang kembali. 

Penyelesaian Melalui Pengadilan 

Keputusan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa konsumen tergantung pada 

keterlibatan atas inisiatif para pihak. Konsumen dapat memutuskan untuk 

menggugat pelaku usaha atas pelanggaran norma dengan mengajukan gugatan 

perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pelaku usaha tidak diizinkan untuk 

menggugat konsumen, tetapi mereka dapat digugat karena melanggar aturan. 

Apabila pengelola usaha merasa keberatan dengan keputusan majelis BPSK, 

mereka dapat membuat laporan ke Pengadila Negeri. Pengadilan Negeri harus 

mengambil keputusan atas kasus tersebut dalam waktu 14 hari setelah menerima 

keberatan pelaku usaha. Dalam waktu 21 hari setelah menerima keberatan dari 

pelaku usaha, kasus tersebut harus diputuskan. 

Pemberian informasi diskon yang tidak sesuai selain melanggar hak 

konsumen juga melanggar kode etik periklanan. Pasal 1.2.2 EPI berbunyi: 

"Iklan tidak boleh menggunakan kata superlatif seperti 'paling', 'nomor satu', 'top' 

kata superlatif seperti 'paling', 'nomor satu', 'top' atau kata-kata yang berawalan 

dengan 'ter' dan/atau memiliki makna yang sama, kecuali disertai bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan"  

Iklan seharusnya tidak hanya berfokus pada pesan untuk menarik calon 

pelanggan. tetapi juga mematuhi hukum serta dapat memberikat bukti nyata yang 

dapat dipertanggungjawabkan agar tidak merugikan konsumen. Kode Etik 

Periklanan Indonesia menetapkan sejumlah persyaratan bahwa setiap pelaku usaha 

dalam bisnis  harus benar-benar bertanggung jawab atas pesan dalam iklan tidak 

hanya secara metaforis atau hanya untuk menarik pelanggan. Iklan harus didukung 

oleh bukti - bukti yang dapat dijelaskan. 
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Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Ketidaksesuaian Informasi Diskon 

Pada Iklan 

Memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang produk 

yang dimiliki merupakan tanggungjawab yang dipikul oleh pengusaha. Iklan  

menipu adalah praktik memberikan informasi yang bertentangan dengan kebenaran 

dan dilakukan dengan berbohong terhadap rincian tentang layanan yang 

ditawarkan. Informasi yang salah dan ambiguitas dalam informasi yang disebarkan 

oleh iklan dapat menimbulkan banyak dampak yang merugikan bagi konsumen, 

sehingga membuat perusahaan periklanan bertanggung jawab untuk bertanggung 

jawab. Berikut beberapa wujud tanggung jawab pelaku usaha :  

Product Liability 

Pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung di pengadilan atas kerugian yang 

ditimbulkan kepada konsumen yang mengkonsumsi produknya. 

Profesional Liability 

Tanggung jawab secara langsung berdasarkan ketentuan kontrak penyedia jasa 

sebagai konsekuensi dari penggunaan layanan. 

Contractual Liability 

Pertanggungjawaban yang didasarkan oleh perjanjian atas produk dan jasa yang 

dihasilkan, serta atas kerusakan yang ditimbulkan karena pemakaian jasa atau 

komoditas usaha. 

Criminal Liability  

Peranggungjawaban secara pidana karena mengganggu keamanan dan keselamatan 

konsumen. 

Apabila seorang konsumen merasa dirugikan, mereka dapat menuntut 

kompensasi dari pelaku usaha bisnis periklanan. Tentu saja, para pelaku industri 

wajib untuk “membayar” kembali pihak yang dirugikan baik melalui jalur perdata, 

pidana, atau administratif. Kompensasi dapat berupa kompensasi atas kerugian 

materi, fisik, atau psikis. Gugatan berbasis wanprestasi dan gugatan berbasis 

perbuatan melawan hukum termasuk dalam dua kategori yang sama, terlepas dari  

gugatan tersebut merupakan kerugian material, fisik, atau psikis. Kompensasi dapat 

berupa penggantian biaya pengobatan, perawatan kesehatan, atau penggantian 

barang dan/atau jasa yang nilainya sebanding atau setara. 

 

PENUTUP 

Iklan diakui sebagai salah satu metode promosi yang efektif untuk 

pengenalan barang kepada khalayak umum. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan informasi yang akurat pada saat beriklan. Jika konsumen 

diberikan informasi yang tidak memadai tentang iklan dan menyebabkan kerugian 

pada konsumen, informasi tersebut dianggap melanggar hukum karena hak seorang 

konsumen diatur secara sah dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. 

Apabila konsumen merasa hak – haknya telah dilanggar, setiap konsumen berhak 
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untuk melaporkan bahkan menggugat pelaku usaha ke BPKN yang nantinya akan 

dilakukan dengan 2 cara yakni penyelesaian non litigasi dan litigasi. Para pelaku 

industri wajib untuk “membayar” kembali pihak yang dirugikan baik melalui jalur 

perdata, pidana, atau administratif. Kompensasi dapat berupa kompensasi atas 

kerugian materi, fisik, atau psikis. Kompensasi dapat berupa penggantian biaya 

pengobatan, perawatan kesehatan, atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

nilainya sebanding atau setara. 
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